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Negcu‘a Repubhk Indone31a Nomor 4687),

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALQO UTARA,

. bahwa dalam rdngka mewujudkan penyelenggaraan

kearsipan yang mampu mendukung program reformasi
biroLirasi, maka diperlukan fpeningkatan mutu
penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah
Daerah; |

. bahwa peningkatan mutu penyeienggaraan kearsipan

di Daerah perlu dilakukan dalam bentuk gerakan

‘sadar tertib arsip;

bahwa sebagai landasan hukum terhadap pelaksanaan
gerak sadar tertib arsip periu dibehtuk _peraturan
Bupati tentang Gerakan Nasionél S'ada“r Tcrtib- Arsip
Pemﬁnntah Daerah. " o |

bahwa  berdasarkan pemmbangan sebagéiniaﬁa \
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib  Arsip
Pemeri_iitah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo :
Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Repubhk
Indonesxa Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran

,_‘,*




BUPATI GORONTALO UTARA

- PROVINSI GORONTALO .

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA _

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP PE_MERINTAH DAERAH :

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

kearsipan yang mampu mendukung program reformasi
birokrasi, maka diperlukan peningkatan mutu
penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah
Daerah; | .

. bahwa peningkatan mutu penyele'nggaraan kearsipan -

di Daerah perlu dilakukan dalam bentuk gerakan .-
sadar tertib afsip;

bahwa sebagai landasan hukum térhadap pelaksanaan -
gerak sadar tertib arsip perlu dibentuk peraturan

" Bupati tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
. Pemerintah Daerah. : '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b den huruf c,
dipandang perlu untuk menetapkén Peraturan Bupati |
tentang Gerakan Nasional Sadar = Tertib 'A'rsip
Pemerintah Daerah - '

Undang-Undang Republik Iﬁdonesia Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kaibupaten Gorontalo
Utara di Provinsi Gorontalo (Lembafan Negara Republik -
Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4687); '
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

: Lémbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); .

3. Undang-Undang Republik Indéneéia Nomor 23 Tahun
2014 tentan.g Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun -2‘014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kaii .
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta.
Kerja menjadi Undang-Undang V: (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan
lembaran negara Republik Indonesia nomor 6856};

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Norﬁor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerékan Nasional Sadar
Tertib Arsip. : |

6. Peraturan Daerah Kabupaten Goro'ntalo Utara Nomor 1
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
{Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun
2019 Nomor 1); |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN NASIONAL SADAR
| TETIB ARSIP PEMERINTAH DAERAH | |
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dé;erah adalah Gorontalo Utara.
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10.
i1

12.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaah Liru'sah per.nerin.té.han |
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupéti adalah Bupati Gorontalo Utara.

Lembaga Kearsipan Daerah atau yang disebut Dinas Kearsipan Dan

- Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara adalah lembaga yang memiliki

fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan
pembinaan kearsipan, dalam penyelenggaraan Kearsipan di Dai_arah.

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang selanjutnya disingkat GNSTA
adalah upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan
penyelenggara. pemerintahan daerah dalam : mewujudkan tujuan

penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber

daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsipserta pendanaan

- kearsipan.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 1‘berbagai bentuk dari

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

-yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,

lembaga pendidikan, ' perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupanr
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara |

Arsip Dinamis adalah arsip yang 'digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamé jangka Wakfu tertentu.

Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat
diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rlisak atau hilang '
Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanhya tinggi dan/atau
terus menerus. '

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuénsi penggunaanhyai telah menurun.
Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan,
keamanan, dan keselamatannya. ‘ __
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan
yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau  pendidikan dan

pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab

melaksanakan kegiatan kearsipan.
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13.

14,

15.

Peﬁgelola Arsip adalah pegawai negeri sipil yang meiaksénakan kegiatah
- pengelolaan arsip dan memiliki kompetensu teknis d1 bidang pengelolaan

arsip _ o

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutﬁya disingkat JRA adalah daftarl yang

~ berisi sekurang—kurangnya jangka waktu penyimpanaﬁn atau retensi, fjenis

arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tenténg penetapan suatu

~jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
~ dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. |

Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta ar31p yang mempunyal

- fungsi dalam penyelenggaraan kearsipan.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

GNSTA dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara pemermtah daerah'

- dalam melaksnakan program tertib arsip.

PaSal 3

GNSTA bertujuan untuk: | |

a. Penyusunan dan . pelaksa.naén - kebijakan - kersipan secara
berkesinambungan; |

b. Pembentukan orgamsam kearsipan yang mampu men_]alankan tugas. dan |
fungsi secara efisen dan efektif; -

¢. Pengelolaan sumber daya manusia secaran dptimal; |

d. Pengelolaam prasarana dan sarana kearsipan sesﬁai ‘dengan standar
kearsipan; ' | A |

e. Pelaksanaan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu dan

Penyedian dan penggunaan dana kearsipan secara efektif dan efisen.

BAB III
- RUANG LINGKUP
Bagian kesatu

umum
Pasal 4

Ruang lingkup GNSTA meliputi :

a.

~ Tertib kebijakan kearsipan;

Kepala Kabag. . _ :
ten [ Sekda
DIgPD H};kum Asisten I e

;1 17




- e A0 o

(2)

(3)

(4)

Tertib organisasi kearsipan;

Tertib sumber daya maﬁusia kearsipan;
Tertib prasaran dan sarana;

Tertib pengelolaan arsip; dan

Tertib pendanaan kearsipan.

Bagian Kedua
Tertib Kebijakan Kearsipan
| Pasal 5

Tertlb kebijakan Kearsipan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 huruf
a mehpuu kewajiban. penetapan pengelolaan Ars1p Dinamis oleh
Perangkat Daerah. )
Penetapan pengelolaan Arsip Dmaxms sebagaimana dunaksud pada ayat
(1) meliputi : '
a. Tata Naskah Dinas; |

b. Klasifikasi Arsip;

c. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arszp Dmanns (SKKAD) dan
d. Jadwal Retensi Arsip. _ _ |

Selain pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diméksud pada ayat (2),
Pimpinan Perangkat Daerah harus menetapkan program Arsip Vital
sesuai dengan kétentuah peraturan pemndangan-uﬁdangan

Pengelolaan Ar81p Dinamis sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasmnal Repubhk Indonema

Pasal 6

Dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan Arsip Dihamis sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Daerah melaksanakan program

bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi percepatan penyusunan dan

penyempumaan kebijakan pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah.

(1)

@

~ Bagian Ketiga
Tertib Organisasi Kearsipan
_ Pasal 7
Tertib Organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b meliputi ketersediaan unit Kearsii)an dan Sentral Arsip Aktif (central
file} pada Perangkat Daerah. |
Unit kears1pan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wa_]lb dibentuk

' pada setiap Perangkat Daerah.
Kepala Kabag. . da
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(3)

Sentral arsip aktif (centfal file) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit dibentuk pada: _ o

a. Setiap unit kerja setingkat pimpinan tinggi pratama pad aperangkat g
daerah; dan _ ' : § |

b. Setiap unit kerja setingkat administrator pada Pefangkat Daerah. |

Pembentukan sentral Arsip Aktf (central file) sebagaimana dimaksud .

pada ayat {3) memperhatikan faktor lokasi unit kerja, beban kerja dan

percepatan pelayanan publik.

Pasal 8

Unit kearsipan dibentuk secara berjenjang yang terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(3)

Unit Kearsipan ! berada pada struktur organisasi Sekretariat Lembaga |

Kearsipan Daerah; _ _
Unit Kearsipan Il berada pada struktur organisasi sekretariat tiap
perangkat Daerah; | : _
Unit Kearsipan III berada pada struktur organisasi sekretariat pada tiap
Desa. ‘ ‘ '
Bagian Keempat
Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan
Pasal 9 , |

Tertib sumber daya manusia kearsipan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 huruf ¢ yakni ketersediaan Arsiparis paling sedikit 1 (satu) pada
tiap perangkat Daerah.
Dalam hal belum terdapat 'Arsiparis, kegiatan Kearsipan pada Perangkat
Daerah dapat’ dilaksanakan oleh pengelola Arsip sampai dengan
tersedianya Arsiparis.
Pengalokasian jumlah arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan analisis beban kerja pada setiap unit kerja.

Bagian Kelima
Tertib Prasarana dan Sarana
Pasal 10

Tertib prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d
merupakan langkah efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan, pengunaan dan '

pemeliharaan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan volume Arsip dan

kegunaannya.

Kepala | Kabag. | \oent| Sekda
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| Pasal 11
Tertib prasarana dan sarana meliputi penyediaan ryangan, peralatan dan
gedung. '

Pasal 12
- Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip aktif meliputi:
a. Ruangan sentral Arsip Aktif (central file) terdapat pada perangkat daerah
sesuai dengan bebam volume arsip yang dlkelola, dan

b. Filing cabinet, cabinet, guide, map gantung, out mdlcato_r, bﬁku'peminjainan N

arsop, computer dan aplikasi pengelolaan Arsip.

Pasal.13
Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan Arsip Inaktlf mellputl
a. Penyediaan ruang Sentral Armp Ina_ktlf (record centerj untuk setlap
| Perangkat Daerah; dan
- b. Rak arsip/roll o’paack, hoks arsip, folder, out indicator, buku pennnjaman

arsup, computer dan aplikasi pengelolaan arsip inaktif.

Bagian Keenam
Tertib Pengelolaan Arsip
_ Pasal 14 :
Tertib pengelolaan Ars1p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufe di
perangkat daerah meliputi: '
a. Pembuatan daftar Arsip Dlnam1s,
b. Pelaporan dan penyerahan salinan autentik Arsip ter_;aga dan

c. Pelaksanaan penyusutan Arsip sesuai dengan prosedur.

Paragraph I
Pembuatan Daftar Arsip Dmanus

Pasal 15 | |
Pembuatan daftar Arsip Dinamis sebagaimana dimkasud dalam pasal 14

huruf a, berdasarkan 2 (dua) kategori yang terdiri atas Arsip umum dan Arsip

terjaga.
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Pasal 16 __
(1) Daftar Arsip Umum terdiri atas daftér Arsip Akﬁf dan daftar Arsip
Inaktif. | | |
(2) Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
unit kerja pada setiap Perangkat Daerah. .
(3) - Daftar Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
unit kearsipan pada setiap Perangkat Daerah.

_ Pasal 17 :
(1}  Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftalf isi berkas.
l(2] Daftar berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat;
Unit pengolah; |
Nomor berkas;
Kode klasifikasi; _
Uraian informasi berkas;
Kurun waktu;
Jumlah; dan

Keterangan.

R oeme e T

(3)  Daftar isi berkas minimal meliputi:

Nomor berkas;

Nomor item Arsip;

Kode klasifikasi;

Uraian informasi arsip;

Tanggal;

Jumlah; dan

Keterangan. L _
| (4)  Unit kerja menyampaikan daftar ars1p aktif kepada umt kearsman paling
lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

R ol

Pasal 18

Daftar Arsip Inaktif minimal memuat:
Pencipta arsip;
Unit pengolah;
Nomor arsip;
Kode klasifikasi;

Uraian infomrmasi arsip;

oo Ao

Kurun waktu;
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(1)

o

(1)

(2)

(1)

2)

Jumlah; dan

~ Keterangan.

Paragraph 2
Pelaporan dan Penyerahan Salman Autentuk Ars1p Terjaga

Pasal 19

Pelaporan arsip yang termasuk dalam kategori A}sip térjaga kepada_.
- Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh plmpman Perangkat
| Daerah paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan keglatan

. Perangkat Daerah wajib menyerahkan Salinan Autentik dari naskah asli’

- Arsip terjaga kepada lembaga Kearsipén Daerah ﬁaling lama 1 (satu)

- tahun setelah dilakukan pelaporan. o |

Paragraf 3
Pelaksanaan Penyusutan Arsap Sesuai Prosedur

Pasal 20

Pelaksanaan penyusutan arsip meliputi kegiatan:

a. Pemindahan arsip inaktif;

b. Pemusnahan arsip;

~ ¢. Penyerahan arsip statis.

Pelaksanaan penyusutan Ar31p sebagaimana d1maksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala berdasarkan JRA.

Pasal 21

- Pemindahan Arsip inaktif pada Perangkat Daerah dllakukan dari unit

kerja ke unit Kearsipan. : _
Pemindahan arsip inaktif pada perangkat daerah terdiri atas:
a. Arsip inaktif Yang memiliki retensi di ‘bawah 10 (sepuluh) ‘tahun
dilkakukan dari unit kerja kearsipan di hngkungan perangkat daerah
; dan ‘
b. Arsip inaktif yang memiliki retensi pallng Sedlklt ‘10 (sepuluh) tahun
dilakukan dari lingkungan perangkat daerah ke llembaga kearsipan

daerah.
Pasal 22

Kepala Kabag.
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(1) Perangkat' Daerah .melaksanakan pemusnahan' alésip terhadap ArSip
' yang: _ . _ ;
a. Tidak memiliki mlal guna;
b. Telah habis retensinya dan berketerangan dunusnakan berdasarkan
. JRA; '
c. Tidak ada peratufan perundang-undangan yag mélarang ; dan
d. Tidak berkaitan dengan pemyeleéainan proses suatu perkara.
(2) Pemusnahan arsip sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) dilakukan
- sesuai dengan prosedur pemusnahan Arsip yang ditetapkan sesuain

| dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
(1)  Perangkat Daerah wajib melakukan penyerahan arsip statis kepada
~ Lembaga Kearsxpan Daerah.
(2)  Penyerahan Arsip Staus sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
| terhdap arsip yang :
- a. Memiliki nilai guna kesejarahan;
b. Telah habis retensinya; dan

- ¢. Berketerangan dipermasalahkan sesuai dengan JRA.

Pasal 24
Ketentuan mengenai penyerahan arsip statis sebagimana dimaksud dalam

pasal 23 dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketujuh
Tertib Pendanaan

Pasal 25 :
Tertib pendanaan sebagimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f meliputi
program pengalokasian anggaran dalam menunjang perwujudan tertib
kebijakan kearsipan, tertib oragnisai kearsipan, tertib sufnber daya manusia
kearsipan, tertib prasarana dan sarana dan tertib pengelolaan Arsip

berdasarkan pnontas pada perangkat daerah E

_ BAB v
TAHAPAN DAN PELAKSANAAN
_ Pasal 26 :
(1] GNSTA dilaksnakan melalui tahapan sebagai berikut 5

a. Persiapan;

Kepala Kabag. .
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(2)

@

(2)

_ b Pelaksanaan; dan

¢. Evaluasi.

- Tahapan sebagimana dunaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh Gugus

Tugas GNSTA.
Pasal 27

"Dalam pelaksanaan GNSTA, Gugus tugas menyusun program dan

rencana aksi GNSTA
Program dan renacana aksi GNSTA sebagimana dimaksud pada ayat {1}

tercantum dalam lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan
dalam peraturan Bupati ini. '

BAB V
- GUGUS TUGAS GNSTA
Bagian kseatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas
' Pasal 28

_Dalam rangka pelaksanaan GNSTA dibentuk Gugus Tugas

Gugus Tugas sebagimaha dimaksud pada ayat (1} berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. |
Pasal 29

‘Gugus tugas mempunyai tugas antara lain :

d.

(1)
@
(3)

Mengkoordinasikan dan menyingkronkan penyusunan rencana dan
program kerja GNSTA pada Perangkat Daerah : |
Mengoordmasﬂ{an penyusunan program prlorotas dalam rahgka
pelaksanaan GNSTA;

- Mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, saranh dan daya dalam

rangka pelaksanaan GNSTA;
Mengoordlnasﬂ{an penyelengaraan konsultasi dan bimbingan teknis
dalam rangka pelaksanaan GNSTA; dan
Melaksanakan supervisi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan GNSTA.

| | Bagiaﬁ kedua

Susunan keanggotaan
Pasal 31
Susunan keanggotaan gugus tugas terdiri atas tim Daerah dan tim

Perangkat Daerah.

- Tim Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dlbentuk oleh Bupati.

Tim perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk

oleh Kepala Perangkat Daerah.
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Pasal 32
Susunan angoota tim terdm atas:
a. Ketua dijabat oleh Bupatl
b. Wakil ketua dijabat oleh sekretaris daerah;

"C_. Sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

d. Anggota dijabat oleh:

1. Kepala Perangkat Daerah;

2. Képala Bidang Kearsipan;

‘3. Arsiparis; dan =

4. Pejabat yang ditunjuk oleh ketua.
Susunan anggota tim Perangkat Daerah terdiri atas
a. Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
b. Wakil ketua dijabat oleh sekretaris;

¢. Sekretaris dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan,

- d. Anggota dijabat oleh:

1. Kepala bidang;

2. Arsiparis; dan

3. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua.
Anggota tim daerah sebagaimana dimaksud padé ayat (1) diangkat dan -

- diberhentikan oleh Bupati.
(4)

Anggota tim Perangkat Daerah sebagaimana dlma.ksud pada ayat {2)
dlangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim.
Bagian Ketiga
~ Supervisi dan Pelaporan
Pasal 32

:Gugus tugas melakukan supervisi dan pelaporan pelaksanaan GNSTA secara

berkala.

(2)

(3)

Paragraf 1

Supervisi

Pasal 33
Tim Daerah meléksanakaﬁ supervisi pada Perangkat Daerah.
Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jdilaksanakan paling
sedikit 3 (tiga) bulan sekali. | '
Tim Daerah memberikan rekomenda51 perbalkan kepada Perangkat
Daerah berdasarkan hasil supervisi.

Paragraf 2
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Pelaporan
_ _ Pasal 34 :
Perangkat daerah melaporkan pelaksanaan GNSTA kepada Ketua Gugus Tugas .

. dengan tembusan kepada Lembaga Kearsipan Daerah secara berkala paling
sedlklt 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu- waktu apablla dlperlukan |

' ' BAB YV '
PENDANAAN
Pasal 35

Pendanaan dalam melaksanakan GNSTA ini bersumber dari
a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau B
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesual dengan ketentuan _

peraturan perundang-undangan. |
| BAB VI
- KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 36 |

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-Agaf setiap orang _mengétahliinya, memerintahkan pengundarigan Pératuran-_ '
Bupati ini dengan penempaténnya dalam berita Daerah _I:{abupaten Gorontalo |
Utara. | o (. " |

| Ditetapkan di : Kwandang

Pada Tanggal : 37 Agesius 292
| /VUPATI GORONTALO UTARA

Diundangkan di Kwandang -
Pada tanggal : 71 AIuSpAS 122.%
| ARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO :
BE_ ITA DAERAH KABUPATIJN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR § C{ 2.
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
'NOMOR : 2] tuhwn 2023

TANGGAL : % {43564 2023 |
TENTANG : GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP PEMERINTAH

DAERAH

NO

PROGRAM

PELAKSANAAN

~ PERSIAPAN

Penandatanganan komitmen pencanangan
gerakan sadar tertib arsip pemermtah daerah
kabupaten gorontalo utara

Pembentukan tim daerah gerakan sadar tert1b
arsip pemerintah daerah :

- PELAKSANAAN

Workshop b1mb1nga_n fasilitasi, dan konsultasi
percepatan penyusunan dan penyempurnaan
kebijakan pengelolasn arsip dmamis

Penyusunan program kebijakan gerakan sadar

| tertib arsip meliputi tertib kebijakan, tertib SDM

kearsipan, tertib saran dan prasarana, tertib
pengelolaan kearsipan, dan tertib pendanaaan

Program perwujudan tertib kebijakan kearsipan
meliputi :
a. Tata naskah dinas;
b. Klasifikasi arsip;
c. System klasifikasi keamanan dan akses
arsip dinamis; dan
d. Jadwal retensi arsip.

Program perwujudan tertib SDM kearsxoan
meliputi :
a. Ketersediaan arsiparis paling sedkit 1 (satu)
pada tiap OPD
b. Jika belum terdapat arsiparis menunjuk
petugas penge"lola arsip

Program perwujudan tertib saran dan prasarana
meliputi penyediaan ruangan simpan arsip alkdtif,

| peralatan (filing cabinet, folder, guide, map

gantung, out indicator, buku peminjaman arsip,
computer, aplikasi pengelolaan arsip, dan gedung
simpan arsip inaktif. :

Program perwujudan tertib pengelolaan arsip
meliputi :
a. Membantu daftar arsip dinamis;
b. Pelaporan dan penyerahan Sa,hnan autentlk
arsip terjaga; :
c. Pelaksnaan penyusunan arsip  sesuai
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dengan prosedur; dan

“d. Menajdi simpul  jaringan informasi

kearsipan daerah

9 Supervisi
| EVALUASI
10 Monitéring dan evaluasi
i1 Penghargaan GNSTA {lomba tertib kearsipan)
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